
WALIKOTA BLITAR 

PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN WALIKOTA BLITAR 

NOMOR 83 TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA 

NOMOR 66 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN JASA KERJA 

BANTUAN PENUNJANG TUGAS PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 

NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA LEMBAGA PENDIDIKAN 

YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA BLITAR, 

a . bahwa dalam rangka memenuhi kewajiban 

sebagaimana diatur dalam pasal 29 ayat (4) Undang

Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen serta untuk melaksanakan kewenangan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 

Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 7 Tahun 2010 

tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, 

maka pemerintah Kota Blitar dalam rangka pemenuhan 

kebutuhan guru dan tenaga kependidikan pada satuan 

pendidikan sebagai jaminan keberlanjutan proses 

pembelajaran pada satuan pendidikan dilakukan 

melalui mekanisme penunjukan guru pengganti dengan 

didukung pemberian jasa kerja bantuan penunjang 

tugas pendidik dan tenaga kependidikan; 
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b. bahwa beberapa ketentuan yang diatur dalam 

Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Pemberian Jasa Kerja Bantuan Penunjang 

Togas Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai 

Negeri Sipil Pada Lembaga Pendidikan Yang 

Diselenggarakan Oleh Pemerintah Daerah sudah tidak 

sesuai dengan dinamika pemenuhan kebutuhan guru 

dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan, 

maka perlu dilakukan perubahan sesuai Peraturan 

Perundang-undangan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu 

membentuk Peraturan Walikota tentang Perubahan 

Atas Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Pemberian Jasa Kerja Bantuan Penunjang 

Togas Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai 

Negeri Sipil Pada Lembaga Pendidikan Yang 

Diselenggarakan Oleh Pemerintah Daerah 

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Ketjil Dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Timur/ Tengah/ Barat 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang

Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik 

Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Daerah

Daerah Kata Ketjil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa 

Timur/ Tengah/ Barat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 551); 

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4301); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
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4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru 

dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4586); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6398); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3243); 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5670); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 

17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 

Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 5887) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

16. Peraturan Presiden nomor 87 tahun 2017 tentang 

Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195); 

17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 

Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akdemik dan 

Kompetensi Guru; 

20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 

Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi 

Sekolah; 

21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 

Tahun 2008 tentang Stan.dar Tenaga Perpustakaan 

Sekolah; 
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22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 

Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Laboratorium 

Sekolah/ Madrasah; 

23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayan Nomor 

137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan 

Anak Usia Dini; 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah; 

25. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 

22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan 

Dasar dan Menengah; 

26. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 

15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Behan Kerja Guru, 

Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah; 

27. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 

20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan 

Karakter; 

28. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 

32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan 

Minimal Pendidikan; 

29. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4); 

30. Peraturan Daerah Kata Blitar Nomor 6 Tahun 2018 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6) 

31. Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Pemberian Jasa Kerja Bantuan Penunjang 

Tu.gas Pendidik Dan Tenaga Kependidik.an Non Pegaw-ai 

Negeri Sipil Pada Lembaga Pendidikan Yang 

Diselenggarakan Oleh Pemerintah Daerah (Berita 

Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 66) 
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MEMUTUSKAN: 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALIKOTA NOMOR 66 TAHUN 2017 TENTANG 

PEDOMAN PEMBERIAN JASA KERJA BANTUAN 

PENUNJANG TUG AS PENDIDIK DAN TENAGA 

KEPENDIDIKAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA 

LEMBAGA PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH 

PEMERINTAH DAERAH 

Pasall 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Pemberian Jasa Kerja Bantuan Penunjang Tugas Pendidik Dan 

Tenaga Kependidika.n Non Pegawai Negeri Sipil Pada Lembaga Pendidika.n Yang 

Diselenggarakan Oleh Pemerintah Daerah diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan dalam Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 5 

(1) Bantuan Penunjang Tugas Pendidik sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 4 diberika.n sebesar Rp. 2.100.000,00 (Dua Juta Seratus Ribu 

Rupiah) /bulan; 

~ (2) Bantuan Penunjang Togas Tenaga Kependidikan sebagaimana 
. \ 

dimaksud dalam pasal 4 diberikan sebesar Rp. 1.800.000,00 (Satu 

Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)/bulan; dan 

(3) Bantuan Penunjang Togas Tenaga Kependidikan Lainnya sebesar 

Rp. 1.400.000,00 ( Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)/Bulan 

2. Ketentuan dalam Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 6 

Bantuan Penunjang Togas Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 diberikan dengan ketentuan : 

a. Jam kerja minimal per hari adalah 8 jam perhari atau 40 jam 

perminggu dimulai pukul 07.00 s.d 15.00 WIB; 
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b. Jam kerja minimal dimaksud termasuk didalamnya jam istirahat 

dan atau jam mengajar bagi guru minimal 12 jam tatap muka 

perminggu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 

3. Ketentuan dalam Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 9 

( 1) Pengawasan internal dilakukan oleh Dinas Pendidikan bersama 

sama dengan inspektorat; 

(2) Dinas Pendidikan menugaskan pengawas satuan pendidikan untuk 

melakukan monitoring dan evaluasi minimal 2 kali dalam setahun. 

Pasal II 

Peraturan W alikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

W alikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar. 

Ditetapkan di Blitar 

Pada tanggal 18 Desember 2019 

WAKIL WALIKOTA BLITAR, 

Ttd. 

SANTOSO 

Di undangkan di Blitar 

Pada Tanggal 18 Desember 2019 

SEKRETARIS DAERAH 

Ttd. 

Rudy Wijonarko 

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2019 NOMOR 83 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
Kepala Bagian Hukum Dan Organisasi 

((){ 
AHMAD TOBRONI, SH 

Pembina Tk I 
NIP. 19670909199803 1 008 
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